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Kisruh GW dan Kesalahan S

Sebelum direhab total, GW kerap Sulteng. Dalam setiap pertemuan,
‘gedung itu disewakan untuk umu,

meskl dana sewanya tidak' jelas

PALU, MERCUSUAR- Amburadulnya
proyek rehabilitasi Gedung Wanita dijadikan sebagai tempat janiuan atau

(GW), kebih disebabkan oleh kesahhan

sistem  di
Pemerintah
Provinsi
(Pemprov)
Sulteng.
Pembangunan
GW hanya
artivik
beratkan
pada orien-
tasi proyek
tanpa meli-
hat multi pla-
yer effect
pembangunan
gedung itu.
Terlebih lagi,
pembangu-
nannyatanpa
perencanaan
yang matang.

pertemuan Dharma Wanita Provinsi

' perkiraan sementara. Pembayaran kepada penyedia jasal/kontraktor pela

JENIS KONTRAK PROYEK GW ) i |

 TAHAP | MENGGUNAKAN KONTRAK LUMPSUM .—- 5
- TAHAP Il MENGGUNAKAN KONTRAK LU

TAHAP Il MENGGUNAKAN KONTRAK UNIT PRICE/HK§6A SATUKN
KONTRAK LUMPSUM M 7
Adalah kontrak pengadaan barang/jasa uﬁmk penyelesalan seluruh pekerjaan dalam
batas waktu tertentu, dengan jumlah harga kmtrdk yang pasti dan tetap, serta semua
risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh
penyedia barang/jasa atau kontraktor pelaksana.

KONTRAK UNIT PRICE / HARGA SATUAN o
Adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam
batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan yg pasti & tetap untuk setiap satuan
pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat
anaan
nar-benar

berdassrkarx hasil pengukuran beséma terhadap volume pekenaan yang
telah dilaksanakan.

PROSES HUKUM 4

Dalam proses penyidikan hmgga penyelld:kan Kejati Sulteng yang dibantu tim ahli
teknik dari Unviersitas Tadulako (Untad) Palu, menggunakan harga satuan. Padahal
dalam proses pengerjaan gedung wanita tahap | dan Il menggunakan Kontrak Iurnpsum
sedahgkan Tahap III menggunakan kontrak umt pncelharga saluan;

stem .,

kemana. Inijuga mena-
rik untuk diselidiki
jaksa, karena ada
oknum yang memain-
kan dana sewa ini untuk
kepentingan
pribadinya.

Dengan alasan bangu-
nannya sudah tua, lantas

Baca SISTEM di hal.11

Pasp

MERCUSUAR - Pria
melintas di depan P
membuat heboh acar:
Dua, Bali, lantaran dise
tua yang bekerja sebag
it tidak tahnu <edanoc
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Anggaran Besar Yang ‘Membius’

- 'SISTEM .

kemudian dilakukan tender proyek rehab GW.
Sejatinya, bangunan itu hanya direhab biasa.
Maksudnya, bagian-bagian yang nampak kusam
diperbaiki, sehingga terlihat baru dan cantik.
Namun faktanya, GW malah dibongkar total.

Yang bikin tidak jelas, ketika dibong-kar total,
tidak diketahui arah pembangunan GW. Sebab,
jika dibilang itu proyek multi years,
pelaksanaannya bukan multi years (berganti-ganti
kontraktor). Namun jika dibilang proyek tahun
tunggal, ini juga tidak jelas, karena proyek itu tidak
kelar dalam satu tahun anggaran.

Hal inilah yang membuat Asosiasi Pengusaha
Konstruksi (Aspekindo) Sulteng menggelar
diskusi bertajuk aspek-aspek hukum pada proyek
jasa konstruksi contoh kasus proyek
pembangunan GW Sulteng. Ketua Aspekindo
Sulteng Zulfakar Nasir memimpin diskusi yang
dihadiri Doktor Manajemen Konstruksi Fakultas
Teknik Untad, Dony Mangitung, Ir Tommy Tilaar,
praktisi hukum diantaranya Andi Makassau dan
Hartawan Supu, kontraktor Jaury Sakung, Arifin
Panijili, dan beberapa kontraktor lainnya serta
Ketua Komisi lll DPRD Sulteng, Nawawi S Kilat.

Ketua Aspekindo Sulteng, Zulfakar Natsir
mengatakan, diskusi ini tidak bermaksud
mengintervensi atau mempengaruhi proses
hukum yang kini tengah berjalan di Kejati Sulteng.

Diskusi ini, kata dia, hanya memberikan
pencerahan sehingga tidak terjadi kriminalisasi
jasa konstruksi.

Ketua Bidang Organisasi Kadin Sulteng, Arifin
Panjili mengatakan, pada proyek GW, pihaknya
menilai bahwa kontraktor dan pemilik proyek
sudah terlena dengan besamya anggaran proyek.
Mereka tidak melihat dampak dari pengerjaan
proyek itu, sehingga ketika sudah terjadi,
semuanya dilanda kebingungan.

“Kalau saya melihat, semuanya salah. Ada hal-
hal yang seharusnya dipertimbangkan, temyata
tidak dilakukan. Semuanya terlena dengan
besaran anggaran,” ujar Arifin dalam memaparkan
materinya.

TIDAK JELAS
Amburadulnya pengerjaan proyek GW, dimulai
dari tahapan perencanaan sehingga membuka
celah teriadinya penyimpangan, yang tidak sejalan
dengan aturan perundang-undangan konstruksi,
mulai dari UU Jasa Konstruksi Nomor 18 tahun
1999 dan perubahannya Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 29 tahun 2000, maupun Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2010 tentang
pengadaan barang dan jasa.
Sebutsaja, pengerjaan proyek GW yang hingga
kini masih menimbylkan polemik (mulai dari beda

sambungan dari hal. 1

§
tafsir hingga cara penghitungan kerugian negara)
dikalangan jasa konstruksi. Walaupun pihak Kejati
Sulteng telah menetapkan beberapa tersangka,
yang menurut Kejati dan Tim Teknis Independen
Untad, dianggap telah merugikan keuangan
negara.

Padahal sejauh ini, belum diketahui hitung-
hitungan yang dipakai Kejati menggunakan
landasan apa?. Jika Tim Teknis Independen Untad
dijadikan patokan untuk menghitung kerugian
keuangan negara, menurut Ketua Komisi Il
Deprov Sulteng Nawawi S Kilat, sangat tidak
mendasar dan patut dipertanyakan.

Karena menurut UU, lembaga yang bisa
dijadi-kan barometer yang menilai indikasi

- pelanggaran dan kerugian keuangan negara

adalah BPK dan BPKP.

“Ini juga patut disampaikan ke publik supaya
jelas,” tegas Nawawi, dalam diskusi Aspekindo,
di Kampung Nelayan. Senin (24/10).

Mereka bersepakat untuk mendorong dan
merekomendasikan kepada pemerintah, agar
secepatnya dibentuk Perda multi years. Karena
menurut mereka, di berbagai daerah di Indonesia
telah menggunakan perda tersebut, supaya
pengerjaan proyek-proyek multi years tidak terjadi
kesimpangsiuran yang berujung pada proses
hukum. cusury




